BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai analisis yuridis kebijakan pemberian
beasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Bojonegoro, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Landasan filosofis dan yuridis kewenangan Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro dalam menetapkan kebijakan pemberian beasiswa yang bersumber dari
APBD memiliki dasar yang kuat. Secara filosofis, kebijakan tersebut merupakan
bentuk pelaksanaan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,
memajukan kesejahteraan umum, memperluas akses pendidikan, serta
meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Secara yuridis, kewenangan
tersebut memperoleh dasar dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan
mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro memiliki ruang kewenangan untuk menetapkan kebijakan beasiswa
sepanjang kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, ditujukan untuk
pelayanan publik di bidang pendidikan, serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip

kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, transparansi, dan akuntabilitas.
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2. Sinkronisasi Peraturan Bupati Bojonegoro mengenai pemberian beasiswa
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dilihat dari
kesesuaiannya dengan ketentuan mengenai pendidikan, pemerintahan daerah,
administrasi pemerintahan, dan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Bupati
Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa
Pendidikan Tinggi menjadi dasar operasional pelaksanaan program beasiswa di
Kabupaten Bojonegoro yang harus selaras secara vertikal dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan secara horizontal dengan kebijakan
pendidikan daerah. Dalam implementasinya, kebijakan beasiswa melibatkan Dinas
Pendidikan, BPKAD, perguruan tinggi, dan mahasiswa penerima beasiswa,
sehingga keberhasilan program tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi,
tetapi juga pada koordinasi, verifikasi, pencairan, pengawasan, dan
pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pencegahan pendanaan ganda, ketepatan
sasaran, serta akuntabilitas pengelolaan APBD menjadi aspek penting agar
kebijakan beasiswa dapat berjalan secara tertib, efisien, transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa

saran sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu terus memperkuat dasar hukum dan tata
kelola kebijakan pemberian beasiswa yang bersumber dari APBD. Pengaturan

mengenai sasaran penerima, persyaratan, mekanisme pengajuan, verifikasi,
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pencairan, dan pertanggungjawaban perlu disusun secara jelas agar kebijakan
beasiswa dapat berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pemerintah
daerah juga perlu memastikan bahwa pengaturan teknis dalam Peraturan Bupati
selalu selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta

kebijakan pendidikan daerah.

2. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan BPKAD perlu memperkuat
koordinasi dalam pelaksanaan program beasiswa, khususnya pada tahap verifikasi
data, penetapan penerima, pencairan anggaran, serta pertanggungjawaban.
Koordinasi tersebut penting untuk mencegah ketidaktepatan sasaran, keterlambatan
pencairan, dan pendanaan ganda. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem
data penerima beasiswa yang terintegrasi dengan perguruan tinggi dan sumber
bantuan pendidikan lain agar pelaksanaan beasiswa dapat berjalan lebih efisien,

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
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